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Tindak Pidana Penipuan sangatlah sering terjadi dimasyarakat, berbagai macam
hal cara yang dilakukan dalam tindakan penipuan. Salah satunya dengan cara arisan.
banyak orang yang pada akhinya membentuk kelompok-kelompok yang bertujuan
menghimpun dana guna diadakannya arisan, kemudian diundi jika salah satu anggota
keluar jadi pemenang maka dana hasil himpunan dan diberikan sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati. Selanjutnya sesuai dengan waktu yang ditentukan arisan akan
dilaksanakan kembali secara teratur dan berkala.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Rumusan yang pertama
yaitu bagaimana tolak ukur tindak pidana penipuan dalam hubungan keperdataan.
Rumusan masalah kedua yaitu apakah unsur penipuan dalam kasus arisan putusan nomor
103 K/Pid/2020 sudah terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan jenis
penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tolak ukur tindak pidana penipuan
dalam hubungan keperdataan dapat dilihat dari niatnya. Untuk menentukan apakah kasus
tersebut termasuk dalam masalah wanprestasi atau tindak pidana penipuan harus dilihat
kembali apakah perjanjian tersebut didasari oleh niat baik atau tidak, apakah ada kontrak
dan kesepakatan. Tolak ukur lainnya dapat dilihat dari tingkah lakunya, setelah membuat
kontrak apakah dia berusaha meyakinkan oranglain dan memalsukan dokumen. Unsur
penipuan dalam perkara Putusan Nomor 103 K/Pid/2020 tidak semuanya terpenuhi dan ada
dissenting opinion Jaksa Agung yang menyatakan bahwa tuntutan ini kurang tepat karena
unsur penipuan tidak semuanya terpenuhi dan akan lebih tepat apabila dituntut dengan
Penggelapan.
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Fraud is very common in society, there are various ways in which fraud is done.
One of them is by way of gathering. many people eventually form groups with the aim of
raising funds for the social gathering, then draw a lottery if one member comes out as the
winner then the funds are collected and given in accordance with the agreed terms.
Furthermore, according to the specified time, the social gathering will be held again
regularly and periodically.

This research is focused on two problem formulations. The first formulation is
how to measure the criminal act of fraud in civil relations. The second problem formulation
is whether the element of fraud in the social gathering case verdict number 103 K/Pid/2020
has been fulfilled.

This study uses a normative research method using the type of library research.
The researcher uses an approach approach with the type of case study research and is
descriptive. The nature of the research used in this research is descriptive analysis.

From this study, it was found that the benchmark for fraud in a civil relationship
can be seen from the intention. To determine whether the case is included in the matter of
default or a criminal act of fraud, it must be reviewed whether the agreement is based on
good intentions or not, whether there is a contract and agreement. Another benchmark can
be seen from his behavior, after making a contract whether he tried to convince others and
falsified documents. The elements of fraud in the case of Decision Number 103 K/Pid/2020
were not all fulfilled and there was a dissenting opinion of the Attorney General which
stated that this claim was not appropriate because the elements of fraud were not all
fulfilled and it would be more appropriate if charged with embezzlement.
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